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    Kata Pengantar  
 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala semua 

Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggaraan kinerja selama Tahun 2020.   

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun Berdasarkan Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan 

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP  Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.  

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen 

terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas 

kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun 2020. Komitmen dalam penyusunan LKjIP, bertujuan memberikan informasi 

kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk 

senantiasa meningkatkan kinerjanya.   

  



 

 

ii 

 

Cakupan LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin Tahun 2020 terdiri atas Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian 

Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. 

Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar, maksud, isu 

strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun aspek 

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, 

memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja 

utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

termasuk atas analisa efisiensi  penggunaan sumberdaya.  

 

Akhirnya kami harapkan kritik dan saran membangun dari pembaca untuk 

menjadi feed back bagi peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun berikutnya, sekaligus mendorong 

percepatan terwujudnya Good Governance. 

 

Sekayu,                      2021 
 

 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN 
 DAN ASET DAERAH 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, 
 
 
 
 

MIRWAN SUSANTO,SE.,MM 
Pembina tingkat I 
NIP 19751029 200003 1 002 
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Ikhtisar Eksekutif 

 

 

elaporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui penyusunan laporan kinerja (LKjIP) 

ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendorong percepatan terwujudnya 

tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi 

bagian dari organisasi Pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kinerjanya. 

 

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin Tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan  Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi 

Presiden Nomor 7  Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

dan Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan  Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 di mana pelaporan capaian kinerja  organisasi secara transparan dan 

akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.   

 

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam 

penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran 

pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja 

utama yang telah dicanangkan pada tahun 2020 telah berhasil dicapai. 

 

P 
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Evaluasi atas data-data pendukung atas setiap sasaran menunjukkan 

beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Kedepan. Pertama, walaupun beberapa 

IKU telah mencapai target sangat baik, tidak ada dalam  pencapaian kinerja 

beberapa indikator sepenuhnya sudah dijawab dengan baik. tantangan ini terlihat 

dalam kondisi terkait dengan pengesahan APBD yang tetap tepat waktu. Peran 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diperlukan 

untuk memastikan dan fasilitator berbagai inisiatif yang dilakukan untuk pencapaian 

indikator kinerja tersebut. 

 

Kedua, hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan 

instansi terkait. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-

sungguh dan berpijak pada pengakuan serta penghargaan akan kontribusi berbagai 

pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih 

sulit untuk dicapai.  

 

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan 

bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

dalam perbaikan pencapaian kinerja  dan pelayanan publik di tahun yang akan 

datang. 
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       BAB I 
               PENDAHULUAN 

 

 

  

 

  

A. Latar Belakang 

 

 

Terselenggaranya good 

governance merupakan prasyarat bagi 

setiap pemerintahan untuk mewujudkan 

aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita 

berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu 

diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, 

terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu 

diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada 

setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, 

serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. 

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas 

managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk 

pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian.  

Bab I Berisi : 

A. Latar Belakang   

B. Struktur Organisasi, 

Tugas dan Fungsi 

 

C. Isu Strategis 

D. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan LAKIP  

E. Sistematika Penyajian 
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Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung 

jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang 

membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) 

dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan 

yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan 

oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar 

direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. 

 

 

 

 

 

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan 

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. 

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor 

XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi,  

 

Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk 

hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 



 

[AUTHOR NAME] 3 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2020 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap 

Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II/Kepala OPD) diminta untuk 

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada 

BUPATI. Sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. 

 

 

 

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 

 

 

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin merupakan badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin, dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 98 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 

2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur 

pelaksana pemerintah daerah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah 

sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 
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berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 

Daerah. 

 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin, mempunyai tugas : 

 

Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan dibidang Anggaran, 

Perbendaharaan, Pengelolaan Aset Daerah dan Akuntansi sesuai dengan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.1 Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  Musi Banyuasin. 

 

Gambar.1.1 Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

 

Untuk menyelenggarakan tugas bagaimana tersebut diatas, Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai  fungsi : 

1.  Melakukan perumusan kebijakan teknis, pengelola keuangan dan aset 

daerah; 

 

2.  Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 

3.  Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional dibidang 

pengelola keuangan dan aset daerah; 

4.  Pengkoordinasian pengelola keuangan dan aset daerah; 

 

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelola keuangan dan aset 

daerah; 
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6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; 

 
 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

 Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan sebagai 

berikut : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Penjabaran Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terjadi perubahan sejak dikeluarkannya 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

 

SEKRETARIS 

 

 
SUBBAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 

 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN DAN 

ASET 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN, 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

 

BIDANG 

ANGGARAN 

 

BIDANG 
 PERBENDAHARAAN 

 

 

BIDANG  
PENGELOLAAN ASET 

DAERAH 

 

BIDANG 
AKUNTANSI 

 

SUBBIDANG 
ANGGARAN I 

 

SUBBIDANG 
ANGGARAN II 

 

SUBBIDANG  

ANGGARAN III 

 

SUBBIDANG 
PERBENDAHARAAN I 

 

 

SUBBIDANG 
PERBENDAHARAAN II 

 

SUBBIDANG  
PERBENDAHARAAN III 

 
SUBBIDANG   

PENGELOLAAN ASET  I 

 

SUBBIDANG 
PENGELOLAAN ASET II 

 

SUBBIDANG 
PENGELOLAAN ASET III 

 

SUBBIDANG 
AKUNTANSI PENERIMAAN  

DAERAH 

SUBBIDANG 
 AKUNTANSI 

PENGELUARAN DAERAH 

SUBBIDANG 
PELAPORAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN 

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN 
(UPTB) 

 

 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

 

KEPALA BADAN 
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan 

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 98 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut : 

a. Kepala Badan : 
 

b. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Subbagian. Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian. Keuangan dan Aset Daerah; 

3. Subbagian. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
 

c. Bidang Anggaran, terdiri dari : 

1. Subbidang. Anggaran I; 

2. Subbidang. Anggaran II;  

3. Subbidang. Anggaran III; 
 

 

d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : 

1. Subbidang. Perbendaharaan I; 

2. Subbidang. Perbendaharaan II; 

3. Subbidang Perbendaharaan III; 
 

 

e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari : 

1. Subbidang. Pengelolaan Aset I; 

2. Subbidang. Pengelolaan Aset II: 

3. Subbidang. Pengelolaan Aset III; 

 

f. Bidang Akuntansi, terdiri dari : 

1. Subbidang. Akuntansi Penerimaan Daerah; 

2. Subbidang. Akuntansi Pengeluaran Daerah; 

3. Subbidang. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; 
 

g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) 
 

h. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) 
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Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan dan Aset Daerah 

(BPKAD)  Kabupaten Musi Banyuasin dalam Tahun 2020 sebanyak 71 orang 

termasuk Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB )  

 

a. Berdasarkan Unit Eselon 

Pegawai BPKAD Kab. Muba Tahun 2020 dapat dirinci dalam unit eselon 

sebagai berikut : 

1. Kepala Badan   :      1 orang (eselon II/b) 

2. Sekretaris   :      1  orang (eselon III/a) 

3. Kepala Bidang  :      4 orang (eselon III/b) 

4. Kepala Sub Bagian :      3 orang (eselon IV/a) 

5. Kepala Sub Bidang :    12 orang (eselon IV/a) 

6. Staf    :    50  orang 

 

 

b. Berdasarkan Golongan 

Pegawai BPKAD Kab. Muba Tahun 2020 dapat dirinci berdasarkan golongan 

sebagai berikut : 

1. Golongan I  :       - orang 

2. Golongan II  :       6 orang 

3. Golongan III  :     58 orang 

4. Golongan IV  :       7 orang 

 

 

 

c. Berdasarkan Jenis Pendidikan  

Pegawai BPKAD Kab. Muba Tahun 2020 dapat dirinci berdasarkan jenis 

Pendidikan sebagai berikut : 

1. SD   :      - orang 

2. SLTP   :      - orang 
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3. SLTA   :      6  orang 

4. Sarjana Muda / DIII :      2 orang 

5. Sarjana   :    19  orang 

6. Pasca Sarjana  :    44  orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.2  komposisi PNS BPKAD Kab. Musi Banyuasin menurut jenjang pendidikan. 

 

 

d. Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pegawai BPKAD Kab. Muba Tahun 2020 dapat dirinci berdasarkan jenis 

Kelamin sebagai berikut : 

1. Laki-Laki :  34 orang 

2. Perempuan :  37 orang 

 

C. Isu Strategis  

 

Dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi di mana terlaksananya 

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahan di 

Kabupaten Musi Banyuasin , Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan beberapa isu-isu 

strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan 

SD; 0
SLTP; 0

SLTA; 6

SARJANA MUDA / 
DIII; 2

SARJANA; 19

PASCA 
SARJANA; 44

KOMPOSISI PNS BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN
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pembangunan dan perkembangan Kabupaten Musi Banyuasin, selama 

beberapa tahun sebelumnya dan berbagai permasalahan dan potensi 

Pengembangan, Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin di masa depan, serta menelaah 

dokumen-dokumen perencanaan antara lain Renstra kementrian/lembaga, 

Renstra Provinsi, RT/RW Kabupaten Musi Banyuasin dan KHLS sebagai 

berikut : 

1. Penyajian/Penyusunan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) 

2. Penyusunan APBD yang tepat waktu dan berkualitas sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

3. Pengelolaan aset daerah yang tertib Administrasi 

4. Penatausahaan keuangan yang tertib sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dengan mengangkat ke 4 (empat) Isu Strategis di atas, di harapkan 

agar terbentuk Program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat 

mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Musi 

Banyuasin, serta dapat menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah yang Baik, Bersih dan Akuntabel sehingga tercapai sebuah 

Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin setiap tahunnya.  
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D.  Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 

 

 

 

 

Bertitik tolak dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta 

memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi, Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 berisi ikhtisar 

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen 

penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran 

tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran 

Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan 

yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator 

kinerja, dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat 

Daerah. yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan 

oleh Kepala Badan kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan 

sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan 

Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020.  

 

 

 

 

Laporan Kinerja (LKj) dibuat dalam rangka perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada 
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setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang 

memadai. 

 

 

 

 

         Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan 

stakeholders demi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Identifikasi keberhasilan, permasalahan 

dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, 

dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk 

meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. 

 

 

E. Sistematika Penyajian 

 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut : 

 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

IKHTISAR EKSEKUTIF 
 

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang A. Latar 

Belakang, B. Susunan Struktur Tugas dan Fungsi, C. Isu 

Strategis, D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP, E. 

Sistematika Penyajian. 

 

 

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas 

tentang A. Rencana Strategis dan Indikator Kinerja utama (IKU), 

B. Rencana Kinerja, C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 
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Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang A. Pengukuran 

Capaian Kinerja,   1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi 

Kinerja Tahun ini, 2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja 

Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, 3. 

Perbandingan Antara Capaian Realisasi Kinerja  Tahun Lalu 

dengan Tahun Ini dan beberapa Tahun, 4. Perbandingan 

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dengan Target Dalam 

Reviu Renstra BPKAD 2017-2022, 5. Analisis Penyebab 

Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja, 6. 

Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, 7. Analisis 

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan kinerja, B. Realisasi Anggaran. 

 

Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan Kinerja Instansi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset DaerahTahun 2020. 

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

- Lampiran Rencana Strategik (RS) 

- Lampiran Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020 

- Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 
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A. Rencana Strategis  

 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, perencanaan strategis 

merupakan langkah awal yang harus dilakukan 

oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab 

tuntutan lin gkungan strategis lokal, nasional, 

global dan tetap berada dalam tatanan Sistem 

Administrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan 

strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat 

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi 

dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

 

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan 

dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti 

dengan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.  

Timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga 

perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. 

Bab II Berisi : 

A. Rencana Strategis  

B.  Indikator Kinerja 

Utama 

 

C. Rencana Kinerja  

D. Perjanjian Kinerja  
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Selain kedua Undang-undang tersebut diatas terdapat beberapa Peraturan 

Perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang 

telah terbit terlebih dahulu antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

 

 

Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan 

efisien diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan 

terpadu dari berbagai Undang-undang diatas agar memudahkan dalam 

pelaksanaan peraturan itu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

 

 

Sebagai upaya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah 

secara komprehensif dan terpadu, melalui Peraturan Daerah  Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 

dan Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan melaksanakan sistem 

pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam 

Undang-undang. 

 

Reviu Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahTahun 2017–

2022 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan 

setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, 

Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah Renstra  secara sistematis 



 

 15 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2020 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi 

kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan 

berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai 

dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.  

 

Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

 

 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah 

terpilih pada proses Pilkada tanggal 15 Februari 2017 lalu dan telah dilantik oleh 

Gubernur Sumatera Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal  22 Mei 

2017  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih wajib menyusun RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, rancangan 

RPJMD yang disusun memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah terpilih. 

 

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022 

adalah  “MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022” yaitu  terwujudnya kondisi 

masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, 

peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang 

merata, peningkatan kualitas SDM yang prima, dan peningkatan pendapatan 

daerah yang optimal. 

 

Dengan Misi yang ingin dicapai yaitu : 

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas 

Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat  

2. Memacu Pembangunan Infrastruktur Secara Masif  
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3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Penanggulangan Kemiskinan  

4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta 

Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber Daya 

Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Kompetitif  

5. Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta 

Anti Narkoba  

6. Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab dengan 

Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (green growth governance)  

7. Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang 

Disabilitas. 

 

Dari 7 (tujuh) Misi I Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022, misi yang berkaitan secara langsung 

dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin yakni misi ke-1 (satu) yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola 

Pemerintah Yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi Yang Bersih 

Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat”. 

 

Misi ini bermakna pemerintahan sebagai salah satu pelaku pembangunan 

memiliki peranan sangat utama dalam mendukung pencapaian kemajuan dan 

pemerataan pembangunan dan kemandirian yang dicita-citakan masyarakat di Musi 

Banyuasin. Dengan sentralnya posisi pemerintahan ini, maka penciptaan 

pemerintahan yang adil, jujur serta bersih termasuk dari praktek-praktek kolusi, 

korupsi dan nepotisme menjadi suatu keharusan. Komitmen seluruh pelaku 

pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera 

harus direfleksikan dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat yang terbaik serta 
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tegaknya kepastian hukum dalam keseluruhan penyelenggaraan pembangunan. 

Tata kelola pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kondisi yang 

kondusif dalam mewujudkan visi MUBA lima tahun mendatang. 

 

Tujuan dari Misi 1 (satu) adalah Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih, 

Responsif dan Bertanggungjawab. Pencapaian secara bertahap dari tujuan ini di 

dukung oleh sasaran tahunan, sasaran yang berkaitan langsung dengan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Meningkatnya akuntabilitas 

Kinerja dan Keuangan Daerah 

 

1. Tujuan dan Sasaran Strategis 

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan 

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu 

dan analisa strategi. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai 

dimasa mendatang, yang akan mengarahkan rumusan sasaran, kebijakan, 

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.  

Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah 

 

Pencapaian secara bertahap dari tujuan diatas didukung oleh sasaran sebagai 

berikut : 

Sasaran 

 

 

 

 

 

: 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur 

dengan indikator : 

1. Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis    

   Kinerja (ABK) 

2. Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP 
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3. Persentase Pencairan Dana On Schedule 

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan asset daerah yang 

akuntabel 

1. Persentase Data Aset Yang Akura 

 

2)  Strategi, Arah Kebijakan 

 

 

Strategi Pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sesuai ketentuan 

2. Meningkatkan kualitas penatausahaan aset daerah yang akurat dan valid 

3. Optimalisasi penyusunan anggaran yang tepat waktu sesuai ketentuan 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 

  

Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan koordinasi dan OPD dalam rangka penyusunan LKPD yang 

berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 

2. Peningkatan kualitas penatausahaan aset daerah yang akurat dan valid 

3. Peningkatan koordinasi dengan OPD dan TAPD dalam rangka penyusunan 

anggaran yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 

4. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat 

 

3)   Program dan Kegiatan Pokok  

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2017–2022, telah ditetapkan 6 

program yang akan dilaksanakan periode 2017-2022. 

 

 

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan dan sasaran 

strategisyang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke 
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dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan 

kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi 

atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 

Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan 

sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian 

Visi dan Misi organisasi. 

 

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka 

mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus 

dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

 

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dan sebagai langkah 

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka ditentukan/dirumuskan program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2017-2022. 

1. Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) 

Indikator diatas didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS 

2. Kegiatan : Penyusunan Analisa Standar Belanja 
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3. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD 

4. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 

Penjabaran APBD 

5. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD 

6. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan APBD 

7. Kegiatan : Asistensi dan Verifikasi RKA dan DPA SKPD 

8. Kegiatan : Publikasi APBD Kab. Muba 

9. Kegiatan : Pengelolaan e-Budgeting 

 

2. Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP 

Indikator diatas didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

2. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

3. Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) 

4. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBD Kab. 

Muba 

5. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. 

Muba 

6. Kegiatan : Penyusunan Laporan Realisasi APBD 



 

 21 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2020 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

7. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang 

Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah 

 

3. Persentase Pencairan Dana On Schedule 

Indikator diatas didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Updating Database dan Pemutahiran SIM Gaji 

2. Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Administrasi 

Keuangan Daerah 

3. Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan SKPKD 

4. Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah, Bantuan Sosial dan 

Alokasi Dana Desa (ADD) 

 

 

4. Persentase Data Aset Yang Akurat 

Indikator diatas didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Barang Milik 

Daerah 

2. Kegiatan : Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 

Barang Inventaris Pemerintah 

3. Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin. 

4. Kegiatan : Penghapusan BMD 

5. Kegiatan : Pemindahtanganan BMD 

6. Kegiatan : Penyusunan Laporan Dana Bergulir dan Dana 

Penyertaan Modal Pemerintah 

7. Kegiatan : Pendataan BMD 
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8. Kegiatan : Penilaian dan Pemanfaatan BMD 

9. Kegiatan : Pengamanan dan Pengendalian BMD 

 

Tujuan dan Sasaran Indikator Program Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

 
 

NO. 
Tujuan  Sasaran Program 

Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Indikator Sasaran  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 
1. 

 
1.1 

 
Meningkatnya 
akuntabilitas 
kinerja 
keuangan 
daerah 

 
1.1.1 

 
Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 
 

Peningkatan 
dan 
Pengembang
an 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

 
1.1.1.1. 
 

 
Persentase 
OPD Yang 
Menerapka
n Anggaran 
Berbasis 
Kinerja 
(ABK) 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

  
1.1.1.2. 

 
Persentase 
Laporan 
Keuangan 
OPD Sesuai 
SAP 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 

 

 

   
1.1.1.3 

 
Persentase 
Pencairan 
Dana On 
Schedule 
 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 1.1.2 

 
Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
asset daerah 
yang 
akuntabel 

 
1.1.1.4 

 
Persentase 
Data Aset 
Yang Akurat 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
2. 

 
1.2 

 
Terwujudnya 
aparatur yang 
berkualitas 

 
1.1.1 

 
Terwujudnya 
peningkatan 
kapasitas 
kinerja 
aparatur 
 

 
Program 
Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

 
1.1.1.1. 
 

 
Persentase
Pemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

 
95% 

 
95% 

 
95% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
1.1.2 

 
Terwujudnya 
kelancaran 
administrasi 
kantor 

 
Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 
 
Program 
Peningkatan 
Disiplin 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2020 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Sasaran  meningkatnya 

kualitas pengelolaan keuangan daerah  didukung oleh 3 Indikator Program 

sebagai berikut: 

1. Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)  

2. Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP 

3. Persentase Pencairan Dana On Schedule 

  Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan aset 

daerah yang akuntabel di dukung oleh 1 indikator program sebagai berikut : 

1. Persentase Data Aset Yang Akurat 

Indikator Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis 

Kinerja (ABK) di dukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS 

 Indikator : Tersusunnya Dokumen KUA - PPAS 

Induk Tersedianya Dokumen KUA - 

PPAS Perubahan 

 Keluaran (Output) : Tersusunnya Dokumen KUA - PPAS 

Induk Tersedianya Dokumen KUA - 

PPAS Perubahan 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Dokumen KUA - PPAS 

Induk Tersedianya Dokumen KUA - 

PPAS Perubahan 

 Kelompok Sasaran : Seluruh PD 

2. Kegiatan : Penyusunan Analisa Standar Belanja 

 Indikator : Tersusunnya standar biaya dan standar 

perjalanan dinas 
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

 Keluaran (Output) : Tersusunnya Perbup tentang Analisa 

Standar Belanja dan SK Standar Biaya, 

Standar Perjalanan Dinas Kab. Musi 

Banyuasin 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Perbup yang mengatur 

tentang ASB dan Standar Perjalanan 

Dinas Kab. Muba 

 Kelompok Sasaran : Perangkat Daerah Kab. Muba 

3. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD 

 Indikator : Tersusunnya Raperda Pra, Pasca dan 

Perda 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya Penyusunan Perda 

tentang APBD. 

 Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Perda Tentang APBD. 

 Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah 

4. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan 

KDH tentang Penjabaran APBD 

 Indikator : Tersusunnya Raperbup Pra, Raperbup 

Pasca dan Perbup 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya Penyusunan Perbup 

Tentang Penjabaran  APBD. 

 Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Perbup Tentang 

Penjabaran APBD. 

 Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah 

5. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD 

 Indikator : Tersusunnya Raperda Pra, Raperda 

Pasca dan Perda 
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya Peraturan Daerah 

Tentang Perubahan APBD. 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Raperda Sebagai Dasar 

Penetapan Perda Tentang Perubahan 

APBD. 

 Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah 

6. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan 

KDH Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan APBD 

 Indikator : Tersusunnya Raperbup Pra, Raperbup 

Pasca dan Perbup 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya Penyusunan Raperbub 

tentang Penjabaran Perubahan APBD. 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Raperbup sebagai dasar 

penetapan Perbup Tentang Penjabaran 

APBD. 

 Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah 

7. Kegiatan : Asistensi dan Verifikasi RKA dan 

DPA SKPD 

 Indikator : Terlaksananya asistensi dan verifikasi 

RKA, RKAP, DPA, DPPA 

 Keluaran (Output) : RKA, RKAP, DPA dan DPPA dan 

DPPA PD yang di Asistensi dan 

Verifikasi Laporan Asistensi RKA, 

RKAP, DPA dan DPPA PD APBD induk 

dan Perubahan APBD (52 
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RKA/DPA/RKAP/DPPA 2 Jenis Buku 

Laporan) 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya RKA, RKAP, DPA dan 

DPPA SKPD yang valid dan sesuai 

setelah diverifikasi 

 Kelompok Sasaran : 53 PD 

8. Kegiatan : Publikasi APBD Kab. Muba 

 Indikator : Tersedianya publikasi APBD 

 Keluaran (Output) : Cetak Publikasi APBD Web Publikasi 

APBD (6  jenis Publikasi APBD) 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Cetakan Publikasi APBD 

dan Web Publikasi APBD 

 Kelompok Sasaran : 53 PD 

 

9. Kegiatan : Pengelolaan e-Budgeting 

 Indikator : Terlaksananya proses penyusunan 

anggaran dengan sistem e-budgeting 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya proses penyusunan 

anggaran dengan sistem e-Budgeting 

 Hasil (Outcome) : Penganggaran daerah yang efektif dan 

efisien 

 Kelompok Sasaran : 50 PD 

 

Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP didukung 

oleh beberapa kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang 
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Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

 Indikator : Raperda tentang pertangungjawaban 

APBD 

 Keluaran (Output) : Raperda tentang Pertanggungjawaban 

APBD  

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Raperda tentang  

Pertanggungjawaban APBD sebagai 

Dasar Penetapan Perda tentang 

Pertanggunjawaban 

 Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah 

2. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan 

KDH tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

 Indikator : Tersusunnya Raperbup tentang 

Penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD 

 Keluaran (Output) : Raperbup tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban APBD 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Raperbup tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban 

APBD sebagai Dasar Penetapan 

Perbup tentang Penjabaran 
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Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD 

 Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah 

3. Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan 

Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) 

 Indikator : Terlaksananya pemeliharaan program 

aplikasi, database SIMDA keuangan 

PD dalam Kab. Muba 

 Keluaran (Output) : Program Aplikasi, Database SIMDA 

KEUANGAN PD Dalam Kab. Muba 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya program Aplikasi SIMDA 

KEUANGAN sebagai dasar 

penyusunan laporan keuangan 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

4. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan 

Semesteran APBD Kab. Muba 

 Indikator : Tersusunnya laporan realisasi APBD 

semester I dan prognosis 6 bulan 

berikutnya Pemkab. Muba 

 Keluaran (Output) : Laporan Realisasi APBD Semester I 

dan Prognosis 6 Bulan berikutnya 

APBD Pemkab. Muba 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Laporan Keuangan 

Semester I sebagai bahan penyusunan 

APBD Perubahan dan Laporan 

Keuangan Pemkab. Muba 
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 Kelompok Sasaran : 53 PD 

5. Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kab. Muba 

 Indikator : Tersusunnya laporan keuangan 

pemerintah daerah Kab. Muba 

 Keluaran (Output) : Tersusunnya Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kab. Muba 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Pertanggungjawaban 

Keuangan Pemerintah Daerah Kab. 

Muba dan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Kab. Muba 

 Kelompok Sasaran : 53 PD 

6. Kegiatan : Penyusunan Laporan Realisasi 

APBD. 

 Indikator : Laporan realisasi APBD Kab. Muba 

 Keluaran (Output) : Tersusunnya Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kab. Muba 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Pertanggungjawaban 

Keuangan Pemerintah Daerah Kab. 

Muba dan Laporan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Kab. Muba 

 Kelompok Sasaran : 53 PD 

7. Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan 

KDH tentang Pedoman Akuntansi 

Keuangan Daerah 
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

 Indikator : Tersusunnya raperbup tentang 

pedoman penatausahaan persediaan 

dilingkungan Pemkab. Muba 

 Keluaran (Output) : Tersusunnya raperbup tentang 

pedoman penatausahaan persediaan 

dilingkungan Pemkab. Muba 

 Hasil (Outcome) : Raperbup tentang pedoman 

penatausahaan persediaan 

dilingkungan Pemkab. Muba 

 Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah 

 

  Indikator Persentase Pencairan Dana On Schedule di 

dukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Updating Database dan 

Pemutahiran SIM Gaji 

 Indikator : Terpeliharanya sistem informasi 

manajemen gaji 

 Keluaran (Output) : Laporan Bulanan Gaji yang 

Update 12 Bulan 

 Hasil (Outcome) : Bendahara Pengeluaran dan PDG 

dapat melaksanakan Administrasi 

Gaji dengan baik 

 Kelompok Sasaran : 53 PD 
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

2. Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Administrasi Keuangan 

Daerah 

 Indikator : Terlaksananya penatausahaan 

administrasi keuangan daerah 

 Keluaran (Output) : Laporan Pengeluaran Kas 5 Jenis 

SP2D (UP,TU,GU,LS,Nihil) 

Laporan DAK, Laporan TPG Guru 

 Hasil (Outcome) : Tertib administrasi dokumen 

penatausahaan pengeluaran 

 Kelompok Sasaran : 53 PD 

3 Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan 

SKPKD 

 Indikator : Tersedianya laporan 

penatausahaan Dana Bansos, 

Hibah, Subsidi dan Penyertaan 

Modal 

 Keluaran (Output) : Laporan Kegiatan SKPKD 

 Hasil (Outcome) : Terpenuhinya kebutuhan 

informasi PD  

 Kelompok Sasaran : Penerima Dana Hibah dan 

Bansos 

4. Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Dana 

Hibah, Bantuan Sosial dan 

Alokasi Dana Desa (ADD) 
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

 Indikator : Tersedianya laporan monitoring 

dana hibah, bansos dan dana 

ADD 

 Keluaran (Output) : Laporan Monitoring dan Evaluasi 

Dana Hibah, Bantuan Sosial, dan 

Alokasi Dana Desa (Add) 98 

Calon Penerima Hibah, Bansos 

dan ADD sebanyak 240 Desa/Kel 

 Hasil (Outcome) : Termonitor dan terevaluasinya 

dana hibah, bansos dan ADD 

tepat sasaran 

 Kelompok Sasaran : 240 Desa/Kel 

 

  Indikator Persentase Data Aset Yang Akurat di dukung oleh 

beberapa kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Pengembangan dan Pemeliharaan 

Aplikasi Barang Milik Daerah 

 Indikator : Tersedianya pemeliharaan aplikasi 

SIMDA BMD 

 Keluaran (Output) : Pemahaman Satgas SKPKD SIMDA 

BMD, Update program dan database 

SIMDA, Instalasi server dan 

Troubleshooting serta interkoneksi 

SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan 
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 Hasil (Outcome) : Terlaksananya Program Aplikasi 

SIMDA BMD Akrual yang Up to date 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

2. Kegiatan : Penyusunan Laporan Penerimaan 

dan Pengeluaran Barang Inventaris 

Pemerintah. 

 Indikator : Tersusunnya laporan rekonsiliasi 

penerimaan dan pengeluaran barang 

inventaris 

 Keluaran (Output) : Laporan Bulanan Rincian Belanja 

Modal 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Laporan Realisasi Belanja 

Modal 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

3. Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

 Indikator : Tersusunnya laporan BMD tahunan, 

penyusutan BMD tahunan, BMD 

semesteran, penyusutan BMD 

semesteran, Reklas BMD, Perubahan 

data BMD 

 Keluaran (Output) : Penyusunan BMD tahunan 2018, 

Penyusutan BMD tahun 2018, 

penyusunan BMD semesteran 2019, 

penyusutan semesteran 2019, Reklas 

BMD 2019, Perubahan Data BMD 

2019, Monev pelaporan BMD 2019 
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 Hasil (Outcome) : Tersedianya laporan Barang Milik 

Daerah secara Akrual 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

4. Kegiatan : Penghapusan BMD 

 Indikator : Terlaksananya pemusnahan dan 

penghapusan BMD 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya penghapusan seluruh 

aset-aset Kab. Muba pada 50 PD yang 

tidak dapat digunakan, dimanfaatkan 

dan/atau tidak dapat 

dipindahtangankan 

 Hasil (Outcome) : Penghapusan Aset Kabupaten Musi 

Banyuasin 

 Kelompok Sasaran : 50 PD 

5. Kegiatan : Pemindahtanganan BMD 

 Indikator  - Terlaksananya penjualan/pelelangan 

- Terlaksananya hibah masuk dan 

hibah keluar 

- Terlaksananya P3D  

- Terlaksananya pengalihan status 

penggunaan BMD 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya pemindahtanganan 

aset berupa penjualan, tukar menukar, 

hibah atau penyertaan modal 

pemerintah Kab. Muba 

 Hasil (Outcome) : Terlaksananya pemindahtanganan 

aset Kabupaten Musi Banyuasin pada 
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50 PD Kab. Muba, 

Penjualan/pelelangan kendaraan, 

hibah Pemkab Muba dan serah terima 

aset 

 Kelompok Sasaran : 50 PD 

6. Kegiatan : Penyusunan Laporan Dana Bergulir 

dan Dana Penyertaan Modal 

Pemerintah. 

 Indikator  Tersusunnya laporan triwulan dana 

bergulir, triwulan dana penyertaan 

modal 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya penyusunan laporan 

dana bergulir dan adan penyertaan 

modal pemerintah triwulan 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya laporan keuangan 

pemerintah Kab. Muba 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

7. Kegiatan : Pendataan BMD 

 Indikator : Laporan inventarisasi dan sensus BMD 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya pendataan ulang BMD 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya data BMD yang akurat 

 Kelompok Sasaran : 58 PD 

8. Kegiatan : Penilaian dan Pemanfaatan BMD 

 Indikator  Terlaksananya penilaian barang nilai 0 

dan penilaian kembali BMD 
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Terlaksananya penilaian sewa 

menyewa 

Terlaksananya penaksiran nilai untuk 

penjualan 

Terlaksananya pinjam pakai fisik BMD 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya penilaian dan 

pemanfaatan BMD 

 Hasil (Outcome) : Terpenuhinya penilaian dan 

pemanfaatan BMD 

 Kelompok Sasaran : 58 PD 

9. Kegiatan : Pengamanan dan Pengendalian BMD 

 Indikator : Penyimpanan sertifikat tanah, 

penyimpanan 

BPKB kendaraan roda 4 dan roda 2 

Penarikan kendaraan Rekonsiliasi fisik 

BMD 

 Keluaran (Output) : Terlaksananya pengamanan dan 

pengendalian BMD 

 Hasil (Outcome) : Terwujudnya tertib administrasi dan 

fisik barang milik daerah 

 Kelompok Sasaran : 58 PD 

 

Selain Program Utama diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah mempunyai 6 Program Rutin yang akan mendukung pelaksanaan Tugas 

dan Fungsinya yaitu :  
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 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan sasaran terwujudnya 

kelancaran administrasi perkantoran didukung oleh 1 indikator program 

sebagai berikut : 

1) Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran 

Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 

 Indikator : Tersedianya pembayaran rekening listrik, air, 

telepon dan tv kabel/internet 

 Keluaran (Output) : Tersedianya Fasilitas Komunikasi, Air dan 

Listrik, internet  dan TV Kabel 

 Hasil (Outcome) : Meningkatkan Kenyamanan Kerja 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 

Daerah 

 Indikator : Tersedianya kendaraan roda 4 (empat) milik 

BPKAD Kab. Muba 

 Keluaran (Output) : Terlindunginya Aset-aset kendaraan Roda 4 

(empat) milik BPKAD Kab. Muba 

 Hasil (Outcome) : Terpenuhinya perlindungan terhadap Aset-

Aset kendaraan roda 4 milik BPKAD Kab 

Muba 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional  
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 Indikator : Tersedianya pemebayaran pajak kendaraan 

roda 4 (empat) 

 Keluaran (Output) : Surat Tanda Nomor Kendaraan 

 Hasil (Outcome) : Legalitas Kendaraan 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

4. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor 

 Indikator : Tersedianya ATK 

 Keluaran (Output) : Tersedianya Alat Tulis Kantor  BPKAD 

 Hasil (Outcome) : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

5. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

 Indikator : Barang cetakan dan penggandaan 

 Keluaran (Output) : Tersedianya Barang Cetak 

Tersedianya biaya penggandaan 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

6. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 Indikator : Komponen instalasi listrik 

 Keluaran (Output) : Tersedianya Komponen Alat listrik 

 Hasil (Outcome) : Meningkatnya keyamanan kerja 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

7. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 
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 Indikator : Tersedianya peralatan dan perlengkapan 

kantor 

 Keluaran (Output) : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan 

Gedung Kantor 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan 

Gedung Kantor 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

8. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

 Indikator : Tersedianya peralatan kebersihan dan 

bahan pembersih 

 Keluaran (Output) : Peralatan kebersihan dan Bahan pembersih 

 Hasil (Outcome) : Terpenuhinya kebutuhan peralatan 

kebersihan dan Bahan pembersih. 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

9. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

 Indikator : Tersedianya bahan bacaan dan buku 

peraturan perundang-undangan 

 Keluaran (Output) : Surat Kabar Nasional/Harian Lokal dan 

Mingguan dan Peraturan Perundang-

undangan 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan di BPKAD 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

10. Kegiatan : Penyediaan Makan dan Minum. 
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 Indikator : Tersedianya biaya makan dan minum rapat 

dan tamu 

 Keluaran (Output) : Tersedianya Konsumsi Rapat dan Konsumsi 

Tamu 

 Hasil (Outcome) : Lancarnya Konsumsi Rapat dan Konsumsi 

Tamu. 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

11. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Keluar Daerah 

 Indikator : Terlaksananya koordinasi dan kosultasi 

keluar daerah 

 Keluaran (Output) : Frekuensi  Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

 Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat-rapat 

Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

12. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 

Dalam 

 Indikator : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke 

dalam daerah 

 Keluaran (Output) : Frekuensi  Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

 Hasil (Outcome) : Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat-rapat 

Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

13. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 

Teknis/Perkantoran 

 Indikator : Tersedianya jasa pendukung administrasi 

perkantoran 
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 Keluaran (Output) : Terbayarnya Jasa Operator, Jasa 

Kebersihan, Jasa Keamanan Kantor dan 

Sopir 

 Hasil (Outcome) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung 

Adninistrasi Teknis/Perkantoran 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan sasaran 

Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran didukung oleh I indikator 

program sebagai berikut : 

1.  Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan rincian 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 

 Indikator : Tersedianya kantor yang siap digunakan 

 Keluaran (Output) : Gedung kantor siap digunakan. 

 Hasil (Outcome) : Meningkatkan kinerja Pegawau 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

2. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional 

 Indikator : Tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan 

dinas 

 Keluaran (Output) : Terpeliharanya Kendaraan dinas. 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Kendaraan dinas yang siap 

operasional 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

3. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 

Kantor 



 

 42 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun 2020 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Musi Banyuasin 

 Indikator : Tersedianya biaya pemeliharaanperalatan/mesin 

 Keluaran (Output) : Peralatan gedung kantor yang terpelihara. 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Peralatan gedung kantor yang siap 

digunakan 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

 

 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan sasaran Terwujudnya 

Kelancaran Administrasi Perkantoran didukung oleh 1 indikator program 

sebagai berikut : 

1. Persentase Pmenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Indikator Program Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 

dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 

Perlengkapannya 

 Indikator : Tersedianya pakaian dinas beserta 

perlengkapannya 

 Keluaran (Output) : Pakaian dinas beserta perlengkapannya 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya pakaian dinas seragam untuk 

pegawai BPKAD 

 Kelompok Sasaran : BPKAD Kab. Muba 

 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan, dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kinerja 

Aparatur didukung oleh 1 indikator program sebagai berikut : 

1. Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan 

sangat cepat. 
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Indikator Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang 

dilaksanakan sangat cepat dengan rincian kegiatan sebagai berikut : 

1. Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 

 Indikator : Tersusunnya LkjIP, LPPD dan LKPJ 

 Keluaran (Output) : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja BPKAD 

 Hasil (Outcome) : Tersedianya Laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja BPKAD 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

2. Kegiatan : Penyusunan Rencana Kinerja dan 

Penetapan Kinerja 

 Indikator : Tersusunnya Rencana Kerja dan Perjanjian 

Kinerja 

 Keluaran (Output) : Laporan Renja dan Perjanjian Kinerja  

BPKAD 

 Hasil (Outcome) : Bahan Penyusunan RKA 

 Kelompok Sasaran : BPKAD 

 

 

 

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

  

  Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri 

Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 

tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset D  aerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui 

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
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Musi Banyuasin Nomor : 234/KPTS/BPKAD/2019 tanggal 23 November 2019 

tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

NO. 

 

SASARAN RENSTRA 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

1. 
 

MENINGKATNYA KUALITAS 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAERAH 

 
 
 
 
 
 

 

1. 
 

PersentaseOPD Yang 

Menerapkan Anggaran 

Berbasis Kinerja (ABK) 

2. Persentase Laporan 

Keuangan OPD Sesuai SAP 

3. Persentase Pencairan Dana 

On Schedule 

2. MENINGKATNYA KUALITAS 

PENGELOLAAN ASET DAERAH 

YANG AKUNTABEL 

1. Persentase Data Aset Yang 

Akurat 

 
 

 

C. Rencana Kinerja 

 

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra)  

Tahun 2017-2022, disusun suatu Rencana Kerja (Perfomance Plan) setiap 

Tahunnya. Rencana Kerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan 

yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, 

baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan 
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pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan 

akhir periode pelaksanaan. 

 

 

Sasaran Strategis Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 

target indikator sebanyak 4 indikator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

 

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,  pada dasarnya 

adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk 

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus 

penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi 

dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah 

dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja 

sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

 

 

 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan 

kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola 
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Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 telah 

ditetapkan tanggal 03 Januari 2020 dan disusun dengan berdasarkan pada 

Rencana Kerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan sehingga secara Substansial 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ada perbedaan dengan Rencana Kerja Tahun 

2019. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 selengkapnya terdapat pada 

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 

 

Perjanjian Kinerja yang akan dicapai untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

 

Sasaran Indikator  Kinerja 

Sasaran 

Satuan Target 

1 2 3 4 

 

1.Meningkatnya kualitas 
pengelolaan keuangan 
daerah 

 

1.  Persentase OPD 
Yang Menerapkan 
Anggaran Berbasis 
Kinerja (ABK) 
 

 

% 
 

 

100 % 
 
 

 

 

2.  Persentase Laporan 
Keuangan OPD 
Sesuai SAP 

 

 

% 
 

 

100 % 

 

3. Persentase 
 Pencairan Dana On 
 Schedule 

 

% 
 

100 % 

 

2. Meningkatnya kualitas       
pengelolaan aset daerah 
yang akuntabel 

1. Persentase Data 
Aset Yang Akurat 

% 
 

100 % 
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                  Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban 

untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara 

transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi 

organisasi kepada pihak-pihak yang 

berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. 

 

        Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian 

Laporan Kinerja Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan 

dalam Peraturan Presiden  Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

  

 

 

Bab III Berisi : 

A. Pengukuran 

Capaian Kinerja 

 

B. Realisasi 

Anggaran 
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Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

target  sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan 

dalam dokumen Renstra  2017-2022 maupun Renja  Tahun 2020. 

 

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi 

instansi pemerintah. 

 
 

Kerangka Pengukuran Kinerja 

 
  

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, 

Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

kemudian disesuaikan dengan  ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah & Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Metodelogi Pengukuran Pencapaian Kinerja 

a. Metode Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan 

realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja 

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, 

digunakan rumus: 

 

                                 Realisasi 

Capaian indikator kinerja =                              x      100%  

                                   Rencana 

 

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja 

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, 

digunakan rumus: 
               

                Rencana – (Realisasi – Rencana) 

Capaian indikator kinerja   =                                                           x100 %                                                                       

                                                kinerja  Rencana 
 

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, analisa pengukuran 

capain kinerja juga dilakukan dengan cara : 

1. Membandingkan antara target dan realisasi Tahun 2020. 

2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan 

target yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 -2022 

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

6. Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun 

kegagalan atas pencapaian pernyataan kinerja. 

7. Realisasi Anggaran 
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b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran 
 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator 

kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator 

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung 

hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan 

sasaran yang telah direncanakan. 
 

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-

masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. 

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal 

sebagai berikut :   

 X        >     85 %  :   Baik sekali 

 70 %  <   X < 85 % :   Baik 

 55 %  <   X < 70 % :   Cukup  

 X        <     55%  :   Kurang 

 

Indikator Kinerja 
 

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan 

memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil 

(outcomes).  

 
 

 

 

Indikator Sasaran 
 

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara 

signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator 

Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah 

pengukuran pencapaian sasaran.Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme 

perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas 

pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. 

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang 

sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator 

masukan, keluaran dan hasil.  
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Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Musi 

Banyuasin diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran 

serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk 

mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan 

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan 

dengan realisasinya. 

 

A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 
 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung 

jawab organisasi. Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu 

tujuan darui Sasaran Strategis Organisasi yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja, maka dalam 

LKjIP BPKAD Kabupaten Musi Banyusin akan dijelaskan capaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalan 

Renstra BPKAD Tahun 2017-2022. 

 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realiasi Capaian 

1 PersentaseOPD Yang 
Menerapkan Anggaran 
Berbasis Kinerja (ABK) 

% 100 100 100 

2 Persentase Laporan 
Keuangan OPD Sesuai 
SAP 

% 100 100 100 

3 Persentase Pencairan 
Dana On Scehedule 

% 100 100 100 

4 Persentase Data Aset 
Yang Akurat 

% 100 100 100 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis 

dalam Renstra BPKAD sebanyak 4 Indikator dari ke 4 Indikator tersebut 

dapat terealiasasi 100 % dan telah memenuhi kreteria baik sekali. Analisis 

keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis berikut. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin mendukung Misi Bupati Musi Banyuasin yaitu : 
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“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui 

Peningkatan Kualitas Birokrasi Yang Bersih Dalam Memberikan 

Pelayanan Kepada Masyarakat” 

 
 

Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran 

sasaran kinerja dapat diuraikan sebagai berikut : 
 

Tujuan :  Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah 

 

Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan 2 (Dua) Sasaran 

Strategis, dengan 4 (Empat) indikator yang  telah dilaksanakan dengan 

tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini : 

 

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020. 

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan daerah ada 4 indikator kinerja sasaran didukung oleh program 

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

menunjang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

1. OPD Yang 
Menerapkan 
Anggaran 
Berbasis 
Kinerja (ABK) 

2. Laporan 
Keuangan OPD 
Sesuai SAP 

3. Pencairan 
Dana On 
Schedule 
  

Persentase 
 
 
 
 
 
 
Persentase 
 
 
Persentase 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
100 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
100 

100 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
100 

Meningkatnya 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan 
daerah 

1. OPD Yang 
Menerapkan 
Anggaran 
Berbasis 
Kinerja (ABK) 

Persentase 100 100 100 
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1. Indikator kinerja Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran 

Berbasis Kinerja (ABK) dengan capaiannya adalah sebagai berikut : 

Indikator Kinerja 

Capaian 

Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi Capaian % 

1 

 

Persentase OPD Yang 
Menerapkan Anggaran 
Berbasis Kinerja (ABK) 
 

 

Persentase 
 

100 % 100 % 100 % 

 

 Berdasarkan tabel diatas pencapaian Persentase OPD yang 

menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja dari target 100% dengan 

capaian 100%. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang 

menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Penganggaran berbasis 

kinerja diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, 

meningkatkan efektifitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola 

keuangan dan pemerintahan yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 

32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang keuangan negara telah menetapkan penganggaran berbasis 

kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Hal yang terpenting 

dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah dengan 

menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran 

berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan 

anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai. 

  Anggaran berbasis kinerja erat kaitannya dengan penggunaan 

dana dan hasil kinerja yang akan dicapai serta menuntut adanya 

output yang optimal  sehingga nantinya pada setiap pengeluaran 

harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien. 

Penganggaran berbasis kinerja berorientasi bagaimana para 

pemimpin mendayagunakan dana yang tersedia untuk mencapai hasil 

yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan.  

  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
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Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa dalam 

penyusunan RKA-SKPD, TAPD harus menyiapkan Surat Edaran 

Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai 

acuan kepada SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD 

disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran 

jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran 

berdasarkan prestasi kerja. TAPD melalui Bidang Anggaran telah 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 004/SE/BPKAD/2019 tentang 

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 

2020. Penganggaran berbasis kinerja dalam penyusunan RKA-SKPD 

dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 51 OPD telah memenuhi 

prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja walaupun pada triwulan I 

sampai dengan triwulan III masih terdapat beberapa OPD yang 

melakukan kesalahan dalam penganggaran atau kesalahan dalam 

penempatan kode rekening belanja, hal ini terlihat dengan masih 

adanya usulan revisi/pergeseran anggaran kegiatan  dari OPD. 

Capaian indikator penganggaran berbasis kinerja didukung oleh 

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan didukung oleh Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS, 

Penyusunan Standar Satuan Harga, Penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan 

KDH tentang Penjabaran APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan Rancangan Peraturan 

KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD, Asistensi dan Verifikasi 

RKA dan DPA SKPD, Publikasi APBD dan Pengelolaan Sistem e-

Budgeting.Untuk capaian persentase OPD yang menerapkan 

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) sudah dilaksanakan sampai dengan 

Triwulan IV sesuai dengan target yaitu 100%.   

  Adapun prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yang 

diterapkan OPD dalam hal  penganggaran sebagai dasar pengukuran 

penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) OPD dalam Kabupaten 

Musi Banyuasin adalah sebagai berikut : 
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 Transparansi dan akuntabilitas anggaran  

Anggaran OPD pada suatu kegiatan telah menyajikan informasi yang 

jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan juga manfaat yang dapat 

diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan. 

Hal ini tergambar pada indikator dan tolok ukur kinerja telah sesuai 

dengan belanja yang dianggarkan pada RKA-OPD. 

 

 Disiplin anggaran :  

Belanja yang dianggarkan pada setiap rekening  belanja OPD 

merupakan batasan tertinggi atau sudah sesuai dengan Standar Biaya 

dan output yang ditetapkan. Adapun apabila masih terdapat anggaran 

yang tidak sesuai atau masih terdapat kesalahan dalam penempatan 

kode rekening belanja dilakukan pergeseran anggaran dalam tahun 

berjalan. 

 

 Keadilan anggaran :  

Dalam hal pengalokasian anggaran OPD, penggunaan anggarannya 

dialokasikan dengan adil agar dapat dinikmati oleh seluruh komponen 

masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan. 

 

 Efektifitas dan efisiensi anggaran :  

Penyusunan anggaran OPD dilakukan dengan azas efisiensi, tepat 

waktu dan tepat guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang 

telah disediakan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

agar menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang optimal untuk 

kepentingan stakeholders.  

 

 Disusun dengan pendekatan kinerja :  

Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan 

pada pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang 

telah ditetapkan. Pencapaian hasil kerja tersebut harus sama atau 

lebih besar daripada biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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2. Indikator Kinerja Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP 

dengan capaiannya  adalah sebagai berikut : 

Indikator Kinerja 

Capaian 

Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi Capaian % 

2 

Persentase Laporan 
Keuangan OPD Sesuai SAP 
 

Persentase 100 % 100 % 100 % 

 
 Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai 

SAP dari target 100 % dengan capaiannya 100%. Penyusunan Laporan 

Keuangan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 tetap 

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dalam upaya percepatan 

peningkatan kualitas pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan 

perangkat daerah Tahun Anggaran 2020. Dan terkait dengan 

pencapaian indikator kinerja, telah mengeluarkan Surat Edaran Musi 

Bupati Musi Banyuasin Nomor : B-900/378/BPKAD-IV/2020 tentang 

langkah-langkah strategis Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat 

Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun Anggaran 2020. 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan menganai posisi keuangan dan 

seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu 

periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja 

dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui kondisi keuangan 

menilai efektivitas dan efesiensi pemerintah daerah dan membantu 

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 

Untuk capaian laporan keuangan OPD sesuai SAP sudah dilaksanakan 

sampai triwulan IV sesuai dengan target 100% dengan total 51 OPD di 

Kabupaten Musi Banyuasin, serta nantinya akan didukung dengan 

laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK – RI 
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dengan telah dilaksanakannya verifikasi laporan keuangan OPD dan 

adanya pernyataan tanggungjawab Kepala OPD dan Kepala Daerah 

sesuai dengan SAP.  

Adapun unsur/elemen laporan keuangan yang ditetapkan dalam 

penyusunan laporan keuangan Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari:  

- Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh OPD sebagai entitas 

akuntansi berupa : 

a. Laporan Realisasi Anggaran OPD 

b. Neraca OPD 

c. Laporan Operasional 

d. Laporan Perubahan Ekuitas OPD 

e. Catatan atas Laporan Keuangan OPD 

 
- Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas 

akuntansi berupa : 

a. Laporan Realisasi PPKD 

b. Necara PPKD 

c. Laporan Arus Kas 

d. Laporan Operasional 

e. Laporan Perubahan Ekuitas’ 

f. Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD 

 

- Laporan Keuangan gabungan yang mencerminkan Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan berupa : 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

b. Laporan Perubahan SAL 

c. Neraca 

d. Laporan Operasional 

e. Laporan Perubahan Ekuitas 

f. Laporan Arus Kas 

g. Catatan atas Laporan Keuangan 

Capaian indikator Laporan Keuangan OPD sesuai SAP didukung 

oleh program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah dan didukung oleh kegiatan penyusunan rancangan peraturan 
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daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 

pengembangan dan pemeliharaan simda keuangan penyusunan 

laporan keuangan semester penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah, penyusunan laporan realisasi APBD dan 

penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pedoman akuntansi 

keuangan daerah.  

 

3. Indikator Kinerja Persentase Pencairan Dana On Schedule dengan 

capaiannya  adalah sebagai berikut : 

Indikator Kinerja 

Capaian 

Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi Capaian % 

3 

 
Persentase Pencairan Dana 
On Schedule 
 

Persentase 100 % 100 % 100 % 

 
  Dari uraian tabel diatas bahwa Capaian indikator Persentase 

Pencairan Dana On Schedule tahun 2020 mencapai 100% dari target 

100%. Terkait capaian indikator disebabkan adanya peningkatan 

kualitas pelayanan penerbitan SP2D melalui : 

 Sistem Pelayanan Penerbitan SP2D Satu Jam Tuntas                     

(SI PISSAT ) Dan dengan terintegrasinya Pelayanan Bank 

SumselBabel di wilayah Kantor BPKAD Kabupaten Musi 

Banyuasin membuat penerbitan SP2D menjadi lebih cepat dan 

langsung masuk ke rekening Bendahara OPD atau Rekanan 

Pemerintah Daerah. 

 Adanya perubahan tentang mekanisme Penyampaian SPM sejak 

2019 dengan mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPKAD Nomor 

: 900/176/BPKAD/2019 tanggal 27 Agustus 2019. (surat edaran 

terlampir).  

 Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-900/899/BPKAD-III/2020 

tanggal 15 September 2020 tentang Batas Waktu Penyampaian 

Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2020. (surat 

edaran terlampir). 
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 Pengelolaan keuangan daerah harus di kelola secara tertib, 

taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, di sisi lain tuntutan 

transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan semakin 

meningkat di era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam 

pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat 

diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui 

dengan jelas semua kebijakan dan tindakan yang di ambil oleh 

pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang 

digunakan, sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk 

kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Selanjutnya untuk mendukung capaian realisasi Indikator 

Pencairan Dana On Schedule di dukung oleh Program Peningkatan 

dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung 

oleh Kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang 

pengelolaan keuangan daerah, Updating Database dan Pemeliharaan 

Pengelolaan SIM Gaji, Pelaksanaan Penatausahaan Administrasi 

Keuangan Daerah. 

  Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan 

aset daerah yang akuntabel ada 1 indikator kinerja sasaran didukung 

oleh program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Daerah yang menunjang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat dibawah ini : 

Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang 

akuntabel sebagai berikut : 

1. Indikator Kinerja Persentase Data Aset Yang Akurat   dengan 

capaiannya  adalah sebagai berikut : 
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Indikator Kinerja 

Capaian 

Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi Capaian % 

1 
Persentase Data Aset Yang 
Akurat 
 

Persentase 100 % 100 % 100 % 

 
   Capaian Indikator Kinerja Persentase Persentase Data Aset 

Yang Akurat Tahun 2020 mencapai 100 % dari target 100%.  Laporan 

Barang Milik Daerah disusun berdasarkan data aset yang akurat 

menyajikan setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti dan 

fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Kualitas Pengelolaan Aset Daerah yang akuntabel 

berdasarkan kepada persentase data aset yang akurat merupakan 

nilai perolehan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

aset tersebut mulai dari biaya pembelian hingga semua biaya yang 

timbul hingga aset tersebut siap digunakan atau dioperasikan. 

Persentase data aset yang akurat diukur berdasarkan dari Nilai Aset 

yang tercatat secara akurat sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) terhadap Nilai Aset secara keseluruhan 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah di review oleh 

Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin. 

Laporan Nilai Aset secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 

2020 disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kebijakan Akutansi 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan selanjutnya di review 

oleh Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sesuai target 100%. 

Berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah pada seluruh Perangkat 

Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nilai Aset Tetap pada 

Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 

11.857.119.272.689,90 yang terdiri dari Tanah (KIB A) sebesar Rp. 

597.645.176.618,18, Peralatan dan Mesin (KIB B) sebesar Rp. 

1.244.770.355.371,73, Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp. 

2.674.484.770.948,95, Jalan, irigansi dan Jaringan (KIB D) sebesar 

Rp. 7.229.160.332.033,00, Aset tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp. 

87.459.809.642,25, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) sebesar 
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Rp. 23.598.828.075,80 dan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp. 

1.385.763.456.226,53.  

 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Bidang 

Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin 

didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan didukung oleh Kegiatan 

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Pengembangan dan 

Pemeliharaan Aplikasi Barang Milik Daerah, Penyusunan Laporan 

Penerimaan dan Pengeluaran Barang Inventaris Pemerintah, 

Penghapusan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik 

Daerah, Penyusunan Laporan Dana Bergulir dan Dana Penyertaan 

Modal Pemerintah, Pendataan Barang Milik Daerah, Penialian dan 

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Pengamanan dan 

Pengendalian Barang Milik Daerah serta Aplikasi SIMDA BMD dan 

Sistem Rekonsiliasi Aset (SEREKAT). 

 

2. Perbandingan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu 

dan beberapa tahun terakhir. 

a) Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 

1. Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2020 dengan 

capaian indikator kinerja Tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir 

dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Indikator Kinerja Satuan Capaian 
2020 (%) 

Capaian 
2019 (%) 

% Rata-rata 
capaian 

Ket 

 

1 
Persentase 
OPD Yang 
Menerapkan 
Anggaran 
Berbasis 
Kinerja (ABK)  

Persentase 
 

100% 100% 100%  

 

2 
Persentase 
Laporan 
Keuangan 
OPD Sesuai 
SAP   

Persentase 
 

100% 100% 100%  

 

3 
Persentase 
Pencairan 
Dana On 
Schedule 
 

Persentase 
 

100% 100% 100%  

 

b) Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang      

akuntabel 
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1. Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2020 dengan 

capaian indikator kinerja Tahun 2019 dan beberapa tahun 

terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

 
Capaian 
2020 (%) 

 
Capaian 
2019 (%) 

 
% Rata-

rata 
capaian 

 

 

Ket 

 
1 

Persentase Data 
Aset Yang Akurat 

Persentase 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur 

1. Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2020 dengan 

capaian indikator kinerja Tahun 2019 dan beberapa tahun 

terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini  

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

 
Capaian 
2020 (%) 

 
Capaian 
2019 (%) 

 
% Rata-

rata 
capaian 

 

 

Ket 

 
1 

PersentasePemenuhan 
Administrasi 
Perkantoran 

Persentase 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

 

d) Sasaran Terwujudnya kelancaran administrasi kantor 

1. Perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2020 dengan 

capaian indikator kinerja Tahun 2019 dan beberapa tahun 

terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini  

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

 
Capaian 
2020 (%) 

 
Capaian 
2019 (%) 

 
% Rata-

rata 
capaian 

 

 

Ket 

 

1 

 
Persentase Pemenuhan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 
 

Persentase 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

   

 

 

 

 

3. Perbandingan antara capaian Realisasi kinerja Tahun Lalu dengan 

Tahun ini dan beberapa tahun. 

Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun 2019 dengan capaian 

Realisasi kinerja Tahun 2020 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat 

dari tabel dibawah ini : 
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a) Sasaran Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan daerah 

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

 
Realisasi 

 

Naik 
(Turun) 

 

Ket 
 

2019 

 

2020 

1 Persentase OPD Yang 

Menerapkan Anggaran 

Berbasis Kinerja (ABK)  

 

Persentase 

 

 

100% 
 

100% 

 

Tetap 

 

2 Persentase Laporan 

Keuangan OPD Sesuai 

SAP   

 

Persentase 

 

 

100% 
 

100% 
 

Tetap 

 

3 Persentase Pencairan 

Dana On Schedule 

 

 

Persentase 

 

 

100% 
 

100% 
 

Tetap 

 

 

b) Sasaran Indikator Sasaran kualitas pengelolaan asset daerah 

yang akuntabel 

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

Realisasi 
 

 
 

Naik 
(Turun) 

 

Ket 
 

2019 

 

2020 

 

1 
Persentase Data Aset 
Yang Akurat 

Persentase 
 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
Tetap 

 

 

 

4. Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target 

dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022. 
 

Apabila dilihat dari perbandingan capaian Realisasi Kinerja sampai 

dengan Tahun 2020 dengan target kinerja lima tahunan yang 

direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : 

a)  Sasaran Indikator Sasaran  Meningkatnya Kualitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Realisasi 

2019 

 
Realisasi 

s/d 
2020 

 

 
Target 
2022 

 

 
Capaian 

% 

 
1 

Persentase OPD Yang 
Menerapkan Anggaran 
Berbasis Kinerja (ABK)  

 
Persentase 

 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
2 

Persentase Laporan 
Keuangan OPD Sesuai 
SAP  

 
Persentase 

 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
3 

Persentase Pencairan 
Dana On Schedule 
 

 
Persentase 

 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 

 
100 % 
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1. Capaian Indikator Persentase OPD Yang Menerapkan 

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) 

  Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa data 

realisasi persentase OPD yang menerapkan Anggaran Berbasis 

Kinerja (ABK) tahun 2019 dan tahun 2020 dengan tingkat 

pencapaian yang sama yaitu 100%. Pada tahun 2019 target yang 

ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya suatu 

hambatan yang berarti. Demikian pula pada tahun 2020 secara 

umum semua OPD telah melaksanakan penganggaran berbasis 

kinerja. Program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang 

ditetapkan. 

2. Capaian Indikator Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai 

SAP 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 

Perbandingan  Realisasi persentase laporan keuangan OPD sesuai 

SAP Tahun 2019 dan Tahun 2020 realisasi indikator sama yaitu 

100%. Berdasarkan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin                                     

Nomor : 900/147/BPKAD/2019 tentang Langkah-Langkah Strategis 

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 

2020. untuk melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai 

dengan SAP dan target yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan 

baik tanpa adanya suatu hambatan ini terbukti dengan telah 

selesainya 51 OPD menyelesaikan Laporan Keuangan yang sesuai 

dengan SAP. 

3. Capaian Indikator Persentase Pencairan Dana On Schedule 

Perbandingan capaian realisasi Indikator Persentase Pencairan Dana 

On Schedule tahun 2020 dan tahun 2019 tetap sama yaitu dari target 

100% capaian realiasasi 100 %.  Capaian indikator disebabkan 

adanya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan SP2D melalui :  

 Sistem Pelayanan Penerbitan SP2D Satu Jam Tuntas                     

(SI PISSAT ) Dan dengan terintegrasinya Pelayanan Bank 

SumselBabel di wilayah Kantor BPKAD Kabupaten Musi 
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Banyuasin membuat penerbitan SP2D menjadi lebih cepat dan 

langsung masuk ke rekening Bendahara OPD atau Rekanan 

Pemerintah Daerah. 

 Adanya perubahan tentang mekanisme Penyampaian SPM sejak 

2019 dengan mengeluarkan Surat Edaran Kepala BPKAD Nomor 

: 900/176/BPKAD/2019 tanggal 27 Agustus 2019. (surat edaran 

terlampir).  

 Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-900/899/BPKAD-III/2020 

tanggal 15 September 2020 tentang Batas Waktu Penyampaian 

Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2020.  

 

b) Sasaran Indikator Sasaran kualitas pengelolaan aset daerah yang 

akuntabel 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Realisasi 

2019 

 
Realisasi 

s/d 
2020 

 

 
Target 
2022 

 

 
Capaian 

% 

 
1 

Persentase Data Aset 
Yang Akurat  

 
Persentase 

 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

   
  Realisasi capaian indikator Persentase Data Aset yang Akurat  

Tahun 2019 dan Tahun 2020 sama yaitu 100% hal ini di dukung oleh 

adanya peningkatan kualitas Pengelola Barang (Pejabat 

Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Penggelola dan Pembantu 

Pengurus Barang Pengelola) dan Pengguna Barang (Pejabat 

Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, dan 

Pembantu Pengurus Barang Pengguna) dalam menatausahakan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah serta menyelesaikan rekonsiliasi 

Laporan Barang Milik Daerah yang akurat dan tepat waktu terhadap 

59 Perangkat Daerah dan diharapkan pada tahun 2022 tidak 

mengalami penurunan sesuai target.   

  

  Untuk mewujudkan tujuan diatas telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran 

Strategis, dengan 2 (Dua) indikator yang  telah dilaksanakan dengan tingkat 

pencapaian dijelaskan di bawah ini: 
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a)  Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur 
 

,  

Penjelasan mengenai Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran 

keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya  adalah 

sebagai berikut : 
 

 

  

Indikator Kinerja 

Capaian 

Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi % 

 
1 

Persentase pemenuhan 
administrasi perkantoran 
 

 

Persentase 100% 100% 100% 

 

Capaian indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran 

sebesar 100% dari target 100%.  Hal ini didukung oleh Program pelayanan 

Administrasi Perkantoran, dimana dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara 

lain : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, 

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, Penyediaan 

Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetakkan dan Penggandaan, 

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat Koordinasi 

dan Konsultasi ke Luar Daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 

Dalam Daerah, Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 

Teknis/Perkantoran. 
 

b)  Sasaran Terwujudnya Kelancaran Administrasi Kantor 
 

,  

Penjelasan mengenai Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran 

keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya  adalah 

sebagai berikut : 
 

  

Indikator Kinerja 

Capaian 

Tahun 2020 

Satuan Target Realisasi % 

 
2 

Persentase pemenuhan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 
 

 

Persentase 100% 100% 100% 

 

Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur 

sasaran capaiannya sebesar 100% dari target 100%. Hal ini didukung oleh 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dimana 
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dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : Pengadaan Kendaraan 

Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 

Kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 

 

Perbandingan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan 

beberapa tahun terakhir. 

        a)  Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Capaian 
2020 (%) 

 
Capaian 
2019 (%) 

 
% Rata-rata 

capaian 
 

 
Ket 

 
1 

 
Persentase pemenuhan 
administrasi 
perkantoran 

Persentase 

 
 

100% 
 

 
 

100% 

 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

, ,  

b)  Sasaran Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Capaian 
2020 (%) 

 
Capaian 
2019 (%) 

 
% Rata-rata 

capaian 
 

 
Ket 

 
2 

 
Persentase pemenuhan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 

Persentase 
 
 

100% 

 

 
100% 

 
 

100% 

 

 

Perbandingan antara capaian Realisasi kinerja Tahun Lalu dengan Tahun ini 

dan beberapa tahun 

a) Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Realisasi 

 
Naik 

(Turun) 

 
Ket 

 
2019 

 
2020 

 

 
1 

Persentase pemenuhan 
administrasi perkantoran 
 

Persentase 
 

100% 
 

100% 
 

Tetap 
 

 

b) Sasaran Terwujudnya kelancaran administrasi kantor 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Realisasi 

 
Naik 

(Turun) 

 
Ket 

 
2019 

 
2020 

 

 
2 Persentase pemenuhan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 
Persentase 

 
 

100% 

 
 

100% 
 

 
 

Tetap 

 

 

Perbandingan capaian Realisasi kinerja Tahun Tahun 2020 dengan target 

dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022 
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a)  Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Realisasi 

2019 

 
Realisasi 

s/d 
2020 

 

 
Target 
2022 

 
Capaian 

% 

 
1 

 
Persentase pemenuhan 
administrasi perkantoran 
 

Persentase 

 
95% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
100% 

 

 Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi 

Perkantoran pada Tahun 2020 tercapai 100% dari Target 100%, dan 

diharapkan sampai akhir Tahun 2022 Indikator Persentase Pemenuhan 

Administrasi Perkantoran tidak mengalami penurunan capaian target.  

 

b) Sasaran Terwujudnya peningkatan kapasitas kinerja aparatur 

 
Indikator Kinerja 

 
Satuan 

 
Realisasi  

2019 

 
Realisasi 

s/d 
2020 

 

 
Target 
2022 

 
Capaian 

% 

 
2 

 
Persentase pemenuhan Sarana 
dan Prasarana Aparatur 
 

Persentase 

 
90% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

     Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana 

Aparatur pada Tahun 2020 tercapai 100% dari Target 100%, dan 

diharapkan sampai akhir Tahun 2022 Indikator Persentase Pemenuhan 

Administrasi Perkantoran tidak mengalami penurunan capaian target. 

 
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau 

Peningkatan/Penurunan Kinerja 

1. Persentase OPD Yang Menerapkan Anggaran Berbasis 

Kinerja (ABK) 

 Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dipengaruhi oleh: 

a. Tersedianya SDM yang handal dan berkompeten terutama 

pada bagian perencanaan 

b. Adanya komitmen OPD  untuk mentaati seluruh pedoman 

yang telah ditetapkan dalam penyusunan anggaran. 

c. Adanya analisis yang mendalam yang mengarah pada 

target yang   hendak dicapai pada saat penyusunan 

anggaran. 
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d. Komunikasi dan koordinasi yang intens di internal OPD 

2. Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP 

 Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dipengaruhi oleh: 

a. Tersedianya SDM yang handal dalam penyusunan laporan 

keuangan 

b. Adanya komitmen Kepala OPD dalam menyelesaikan 

laporan keuangan 

c. Memberikan sanksi dan reward terhadap OPD dalam 

penyampaian laporan keuangan 

3. Persentase Pencairan Dana On Schedule 

 Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dipengaruhi oleh: 

a. Tersedianya SDM yang handal dan berkompeten dalam hal 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

b. Ketersedian Kas Daerah dan Transfer Dana dari 

Pemerintah Pusat yang telah sesuai dengan perencanaan, 

c. Adanya Sistem Informasi Pelayanan Penerbitan SP2D Satu 

Jam Tuntas 

d. Adanya Penegasan dari Kepala Daerah dengan 

mengeluarkan Surat Edaran tentang Batasan Waktu 

Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun 

Anggaran 2020. 

e. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak OPD. 

4. Persentase Data Aset Yang Akurat 

 Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dipengaruhi oleh: 

a. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan regulasi 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan 

Kepala Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah sebagai Pedoman untuk tertib 

administrasi, fisik dan hukum Pengelolaan Barang Milik 

Daerah dapat dikelola secara optimal, efektif dan efisien 
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b. Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Musi 

Banyuasin telah dilaksanakan dengan baik seperti dari 

aspek fisik, aspek yuridis, kepatuhan dari Perangkat 

Daerah untuk membuat pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan yang tercatat akurat dalam Kartu Inventaris 

Barang (KIB). 

c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik 

Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin telah telah dilakukan 

secara optimal dan menghasilkan dampak positif terhadap 

pengamanan barang. 

d. Pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah 

Perangkat Daerah dan Kabupaten yang akurat dan tepat 

waktu terhadap 59 Perangkat Daerah. 

5 Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 

Capaian indikator Persentase Pemenuhan Administrasi 

Perkantoran pada Tahun 2020 tercapai 100% dari target 100%, 

dan diharapkan sampai dengan akhir Tahun 2022 indikator 

Persentase pemenuhan administrasi perkantoran tidak 

mengalami penurunan capaian targetnya. 

 

6 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 

Capaian indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana 

Aparatur pada Tahun 2020 tercapai 100% dari target 100%, dan 

diharapkan sampai dengan akhir Tahun 2022 indikator 

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tidak 

mengalami penurunan capaian targetnya. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 .   
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6. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

 

Dari Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020, 

pencapaian sasaran jika dibandingkan dengan realisasi keuangan 

menunjukkan efisiensi sumber daya keuangan. 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Program/Kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber 

daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber 

daya biaya dapat dihitung dengan rumus: 

 

                               Realisasi Biaya 

         Persentase Efisiensi Biaya =100%                                      x      100%  
                                                      Target Biaya 
 

Pada tahun 2020 Realisasi biaya untuk semua program adalah 

: Rp. 9.426.531.297 sementara target biaya untuk semua program yaitu 

Rp. 9.995.032.556. dengan rumus efisiensi diatas diperoleh persentase 

efisensi biaya pada level program sebesar 100% - 94,31%=5,69%. 

Persentase efisensi ini secara teori masih sangat kecil 

sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum 

tidak terdapat efisensi yang sangat signifikan dari penggunaan sumber 

daya biaya. Namum bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya 

efisensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.  
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Tabel 3.3 
Akuntabilitas Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SASARAN
INDIKATOR 

KINERJA
CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 Penyusunan KUA dan 

PPAS 315.000.000,00 285.523.564,00 90,64%

2 Penyusunan analisa 

standar belanja
200.000.000,00 165.951.600,00 82,98%

3 Penyusunan rancangan 

peraturan daerah 

tentang APBD
250.000.000,00 233.648.987,00 93,46%

4 Penyusunan rancangan 

peraturan KDH tentang 

Penjabaran APBD
250.000.000,00 227.165.996,00 90,87%

5 Penyusunan rancangan 

peraturan daerah 

tentang Perubahan 

APBD

250.000.000,00 235.835.900,00 94,33%

6 Penyusunan rancangan 

peraturan KDH tentang 

Penjabaran Perubahan 

APBD

250.000.000,00 238.132.400,00 95,25%

7 Asistensi dan Verifikasi 

RKA dan DPA SKPD
200.000.000,00 162.705.494,00 81,35%

8 Publikasi APBD 47.386.000,00 39.375.000,00 83,09%

9 Pengelolaan e-

Budgeting
180.000.000,00 151.024.224,00 83,90%

1.942.386.000,00 1.739.363.165,00 89,55%

1 Penyusunan rancangan 

peraturan daerah 

tentang 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD

161.560.000,00 161.164.000,00 99,75%

2 Penyusunan rancangan 

peraturan KDH tentang 

penjabaran 

pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD

124.000.000,00 123.140.000,00 99,31%

3 Pengembangan dan 

Pemeliharaan Sistem 

Informasi Manajemen 

Daerah (SIMDA)

286.715.000,00 274.833.011,00 95,86%

4 Penyusunan Laporan 

Keuangan Semesteran 

APBD

40.000.000,00 39.476.500,00 98,69%

5 Penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah 

240.000.000,00 236.972.522,00 98,74%

6 Penyusunan Laporan 

Realisasi APBD 
160.000.000,00 159.434.730,00 99,65%

7 Penyusunan Rancangan 

Peraturan KDH tentang 

pedoman akuntansi 

keuangan daerah

62.055.000,00 61.090.000,00 98,44%

1.074.330.000,00 1.056.110.763,00 98,30%

1 Updating Database dan 

Pemeliharaan 

Pengelolaan SIM Gaji

147.134.900,00 146.775.600,00 99,76%

2 Pelaksanaan 

Penatausahaan 

Administrasi Keuangan 

Daerah

108.508.200,00 93.232.070,00 85,92%

3 Penyelenggaraan 

Kegiatan SKPKD
162.480.106,00 152.611.506,00 93,93%

4 Monitoring dan Evaluasi 

Dana Hibah, Bantuan 

Sosial, dan Alokasi 

Dana Desa (ADD)

117.939.200,00 113.124.200,00 95,92%

536.062.406,00 505.743.376,00 94,34%

Jumlah

1.2 Persentase 

Laporan 

Keuangan OPD 

Sesuai SAP

Program Peningkatan 

dan pengembangan 

pengelolaan 

keuangan daerah

Jumlah

1.1 Persentase OPD 

Yang 

Menerapkan 

Anggaran 

Berbasis Kinerja 

(ABK)

Program Peningkatan 

dan pengembangan 

pengelolaan 

keuangan daerah

Jumlah

1 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan 

keuangan 

daerah

1.3 Persentase 

Pencairan Dana 

On Skedul

Program Peningkatan 

dan pengembangan 

pengelolaan 

keuangan daerah
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1 Pengembangan, 

Pemeliharaan Aplikasi 

Barang Milik Daerah

193.700.000,00 186.635.000,00 96,35%

2 Penyusunan Laporan 

Penerimaan dan 

Pengeluaran Barang 

Inventaris Pemerintah

50.000.000,00 48.950.000,00 97,90%

3 Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah
308.300.000,00 305.756.200,00 99,17%

4 Penghapusan BMD 172.500.000,00 169.954.200,00 98,52%

5 Pemindatanganan BMD 184.600.000,00 180.752.200,00 97,92%

6 Penyusunan Laporan 

Dana Bergulir dan Dana 

Penyertaan Modal 

Pemerintah

50.000.000,00 47.650.000,00 95,30%

7 Pendataan BMD 250.100.000,00 247.798.000,00 99,08%

8 Penilaian dan 

Pemanfaatan BMD
127.500.000,00 120.790.500,00 94,74%

9 Pengamanan dan 

pengendalian BMD
110.000.000,00 105.742.200,00 96,13%

1.446.700.000,00 1.414.028.300,00 97,74%

4.999.478.406,00 4.715.245.604,00 94,31%

1 Penyediaan jasa 

komunikasi, sumber 

daya air dan listrik

615.000.000,00 555.166.094,00 90,27%

2 Penyediaan jasa 

jaminan barang milik 

daerah

122.000.000,00 121.234.808,00 99,37%

3 Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan 

dinas/operasional

30.000.000,00 16.926.125,00 56,42%

4 Penyediaan alat tulis 

kantor
273.100.000,00 269.751.200,00 98,77%

5 Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan

248.193.150,00 242.353.300,00 97,65%

6 Penyediaan komponen 

instalasi 

listrik/penerangan 

bangunan kantor

69.000.000,00 68.767.000,00 99,66%

7 Penyediaan peralatan 

dan perlengkapan 

kantor

583.050.000,00 556.512.481,00 95,45%

8 Penyediaan peralatan 

rumah tangga
112.500.000,00 111.696.500,00 99,29%

9 Penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang-undangan

50.000.000,00 49.440.000,00 98,88%

10 Penyediaan makanan 

dan minuman
98.800.000,00 86.257.384,00 87,31%

11 Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi ke luar 

daerah

204.150.000,00 204.100.000,00 99,98%

12 Rapat-rapat Koordinasi 

dan Konsultasi ke 

Dalam Daerah

256.950.000,00 256.135.000,00 99,68%

13 Penyediaan Jasa 

Pendukung 

Administarasi/Tehnis 

Perkantoran

1.430.300.000,00 1.314.500.000,00 91,90%

4.093.043.150,00 3.852.839.892,00 94,13%Jumlah

Jumlah

3 Terwujudnya 

peningkatan 

kapasitas kinerja 

aparatur

1.1 Persentase 

pemenuhan 

administrasi 

perkantoran

Program Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran

2 Meningkatnya 

kualitas 

pengelolaan aset 

daerah yang 

akuntabel

1.1 Persentase Data 

Aset Yang Akurat

Program Peningkatan 

dan pengembangan 

pengelolaan 

keuangan daerah

Jumlah
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7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

Kegagalan kinerja 
 
 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

semua sasaran strategis adalah 5 program dan 48 kegiatan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuanga 

Daerah. 

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran 

sebesar Rp. 4.999.478.406 dan realisasi keuangan sebesar              

Rp. 4.715.245.604 atau 94,31%. Dengan 20 kegiatan. 

Program ini mendukung 2 sasaran strategis BPKAD Kabupaten Musi 

Banyuasin dengan 4 Indikator Kinerja. 

 Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah  

a. Indikator Persentase OPD yang menerapkan  Anggaran 

Berbasis Kinerja (ABK) 

1 Pemeliharaan 

rutin/berkala rumah 

jabatan

178.175.000,00 175.071.600,00 98,26%

2 Pemeliharaan 

rutin/berkala kendaraan 

dinas/operasional

410.550.000,00 402.356.764,00 98,00%

3 Pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan 

gedung kantor

147.000.000,00 126.366.137,00 85,96%

735.725.000,00 703.794.501,00 95,66%

Program Peningkatan 

Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian 

dinas beserta 

perlengkapannya

122.260.000,00 110.169.300,00 90,11%

122.260.000,00 110.169.300,00 90,11%

Program Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan 

Keuangan

1 Penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD

22.838.000,00 22.816.000,00 99,90%

2 Penyusunan Rancangan 

Kerja dan Penetapan 

Kinerja OPD
21.688.000,00 21.666.000,00 99,90%

44.526.000,00 44.482.000,00 99,90%

4.995.554.150,00 4.711.285.693,00 94,31%

9.995.032.556,00 9.426.531.297,00 94,31%

Jumlah

Jumlah

Jumlah Total

4 Terwujudnya 

kelancaran 

administrasi 

kantor

1.2 Tingkat 

Ketersediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur

Program Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana Aparatur

Jumlah

Jumlah
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Didukung oleh 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar 

Ro. 1.942.368.000 Realisasi sebesar Rp. 1.739.363.165 

atau 89,55% 

b. Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP 

Didukung oleh 7 kegiatan dengan total anggaran sebesar 

Ro. 1.074.330.000 Realisasi sebesar Rp. 1.056.110.763 

atau 98,30% 

c. Persentase Pencairan Dana On Scehedule 

Didukung oleh 4 kegiatan dengan total anggaran sebesar 

Ro. 536.062.406 Realisasi sebesar Rp. 505.743.376 atau 

94,34% 

 Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah yang 

akuntabel  

a. Persentase Data Aset Yang Akurat  

Didukung oleh 9 kegiatan dengan total anggaran sebesar 

Ro. 1.446.478.406 Realisasi sebesar Rp. 1.414.028.300 

atau 97,74% 

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Untuk mewujudkan Pelayanan Administrasi Perkantoran program ini 

di dukung oleh 13 kegiatan dan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 

4.093.043.150 dan realisasinya sebesar Rp. 3.852.839.892 atau 

94,13%  

3. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur 

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran 

sebesar Rp. 7.35.725.000 dan realisasinya sebesar Rp. 703.794.501 

atau 95,66% yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan 

prasarana aparatur dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 

BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dan program ini di dukung oleh 

3 kegiatan. 

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran 

sebesar Rp. 122.260.000 dan realisasinya sebesar Rp. 110.169.300 

atau 90.11% dan di dukung oleh 1 kegiatan. Diarahkan untuk lebih 
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meningkatkan disiplin aparatur yang agar mendukung pencapaian 

strategis BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Untuk mendukung program Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan di dukung oleh 2 kegiatan 

yang dialokasikan sebesar Rp. 44.526.000 dan realisasinya sebesar 

Rp. 44.482.000 atau 99,90% yang diarahkan untuk meningkatkan 

sistem perencanaan yang berbasis kinerja dan sistem evaluasi 

kinerja yang terukur. 

 

B.  Realisasi Anggaran 
 

 

Pagu Anggaran Belanja Badan Pengelola  Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp. 23.261.777.956,00 terdiri dari 

Belanja Tidak Langsung Rp. 13.266.745.400,00 realisasi sebesar Rp. 

12.870.562.739,00 atau 97,01% dan Belanja Langsung anggaran sebesar Rp. 

9.995.032.556,00 dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 12.870.562.739,00 

atau 94,31% dengan rincian sebagai berikut : 

 Belanja Tidak Langsung terdiri dari: 

Belanja Gaji dan Tunjangan  anggaran sebesar Rp. 4.713.049.400 dan 

Realisasi sebesar Rp. 4.500.000.339 atau 95,48% 

Belanja Tambahan Penghasilan PNS anggaran sebesar Rp. 

8.553.696.000 Realisasi sebesar Rp. 8.370.562.400 atau 97,86% 

 Belanja Langsung terdiri dari : 

Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 1.010.973.000,00 dan 

realisasi sebesar Rp. 960.887.000,00 atau 95,05% 

Belanja Barang dan Jasa anggaran sebesar Rp. 8.417.284.556,00 

dengan realisasi sebesar Rp. 7.922.781.816,00 atau 94,13% 

Belanja Modal  anggaran sebesar Rp. 566.775.000,00 realisasi sebesar 

Rp. 542.862.481,00 atau 95,78%, dan tabel anggaran dan realisasi 

secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 
Anggaran dan Realisasi Tahun 2020 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran Realisasi %

23.261.777.956,00 22.297.094.036,00 95,85%

13.266.745.400,00 12.870.562.739,00 97,01%

13.266.745.400,00 12.870.562.739,00 97,01%

- 4.713.049.400,00 4.500.000.339,00 95,48%

- 8.553.696.000,00 8.370.562.400,00 97,86%

9.995.032.556,00 9.426.531.297,00 94,31%

1.010.973.000,00 960.887.000,00 95,05%

- 623.400.000,00 582.850.000,00 93,50%

- 387.573.000,00 378.037.000,00 97,54%

8.417.284.556,00 7.922.781.816,00 94,13%

- 797.447.500,00 786.233.200,00 98,59%

- 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00%

- 2.064.875.000,00 1.888.106.094,00 91,44%

- 110.000.000,00 109.329.808,00 99,39%

- 440.550.000,00 419.282.889,00 95,17%

- 1.341.664.150,00 1.295.332.950,00 96,55%

- 0,00 0,00

- 323.573.000,00 234.703.384,00 72,53%

- 102.875.000,00 98.244.300,00 95,50%

- 0,00 0,00

- 2.629.699.906,00 2.551.981.454,00 97,04%

- 297.000.000,00 273.955.737,00 92,24%

- 91.900.000,00 90.962.000,00 98,98%

- 210.200.000,00 167.150.000,00 79,52%

566.775.000,00 542.862.481,00 95,78%

- 104.600.000,00 104.360.000,00 99,77%

- 165.575.000,00 165.224.546,00 99,79%

- 194.800.000,00 171.577.947,00 88,08%

- 32.000.000,00 31.999.990,00 100,00%

- 6.300.000,00 6.299.999,00 100,00%

- 63.500.000,00 63.399.999,00 99,84%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Uraian

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Pegawai

Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Makanan dan  Minuman

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

Honorarium PNS

Uang Lembur

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Jasa Kantor

Belanja Premi Asuransi

Belanja Bahan/Material

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 

Pengadaan Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 

Pengadaan  Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 

Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 

Pejabat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 

Pengadaan Alat Studio

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 

Kantor

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari 

tertentu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 

Pengadaan Alat Kantor

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Pemeliharaan

Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

BELANJA MODAL
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      Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin sebagai wujud 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 

pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka 

menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

 

Materi Laporan Akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari 

serangkaian program strategis yang mengacu kepada 1 (satu) tujuan dari 

Perencanaan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Dalam pencapaian program 

tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber 

daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian 

kerjasama antar bidang di jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari 

kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 
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Dari uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran 

strategis terhadap 2 (dua) tujuan dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) 

kebijakan didukung dengan 6 (Enam) indikator pencapaian kinerja sasaran. 

 

Pagu Anggaran Belanja Badan Pengelola  Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp. 23.261.777.956,00 terdiri dari 

Belanja Tidak Langsung Rp. 13.266.745.400,00 realisasi sebesar Rp. 

12.870.562.739,00 atau 97,01% dan Belanja Langsung anggaran sebesar Rp. 

9.995.032.556,00 dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 12.870.562.739,00 atau 

94,31%. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Musi Banyuasin, beberapa strategi 

penyempurnaan yang dapat dilakukan, antara lain : 

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui optimalisasi kinerja aparat dan 

mendorong motivasi kerja guna mendukung setiap pencapaian program dan 

kegiatan dengan mengirim SDM yang ada pada Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengikuti Bimtek, 

pelatihan dan sebagainya yang tentunya berdampak meningkatkan kualitas 

SDM, hal ini perlu diimbangi dengan penambahan anggaran untuk 

peningkatan kualitas SDM aparatur. 

2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan 

kenyamanan lingkungan kerja aparatur. 

3. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan instansi terkait yang 

berhubungan dengan setiap tindakan / kegiatan / program (dalam hal ini BPK  

     RI, BPKP, Kementrian Keuangan dan instansi terkait lainya). 
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Selanjutnya kami sadari bahwa dalam Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Muba 

ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat 

memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. 

Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi 

kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa 

yang akan datang sangat kami harapkan. 

 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)     

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 

2020 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan 

pencapaian kinerja Tahun 2020, untuk dapat digunakan sebagai acuan 

perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang 

akan datang. 



Instansi :

Visi :

Misi :

1 2 3 4 5 Transisi

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.1.1.1 PersentaseOPD 

Yang Menerapkan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja (ABK)

% - - - 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 Peningkatan

koordinasi OPD

dan TAPD dalam

rangka

penyusunan

Anggaran yang

berpedoman pada

ketentuan yang

berlaku dan

peningkatan

kualitas SDM

1.1.1.2 Persentase Laporan 

Keuangan OPD 

Sesuai SAP

% - - - 100% 100% 100% 1.1.1.1.2 Peningkatan

koordinasi

dengan PD dalam

rangka

penyusunan

Laporan

keuangan yang

berpedoman pada

ketentuan yang

berlaku dan

peningkatan

kualitas SDM

1.1.1.3 Persentase 

Pencairan Dana On 

Schedule

% - - - 100% 100% 100% 1.1.1.1.3 Peningkatan

koordinasi PD

dalam rangka

penatausahaan

keuangan daerah

yang berpedoman

pada ketentuan

yang berlaku dan

peningkatan

kualitas SDM

1.1.2 1.1.1.1 Persentase Data 

Aset Yang Akurat

% - - - 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 Peningkatan

kualitas

penatausahaan

aset daerah yang

akurat

Meningkatnya 

kualitas pengelolaan 

aset daerah yang 

akuntabel

1 Program 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Uraian Indikator Kinerja Satuan

1. 1.1 Meningkatnya 

akuntabilitaskinerja 

keuangan daerah

1.1.1 Meningkatnya 

kualitas pengelolaan 

keuangan daerah

RENCANA STRATEGIK 

Tahun 2017- 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin

Menuju Muba Maju Berjaya 2022

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi Yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

No. Tujuan

Sasaran

Kebijakan Program



1 2 3 4 5 Transisi

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Terwujudnya 

aparatur yang 

berkualitas

2.1.1 2.1.1.1 Persentase 

Pemenuhan 

Administrasi 

Perkantoran

% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 2.1.1.1.1 Melakukan

pengawasan

secara berjenjang

dan

mengikutsertakan

kegiatan dalam

kegiatan

pendidikan dan

pelatihan formal

3 Program 

Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

2.1.2 2.1.1.2 Persentase 

Pemenuhan Sarana 

dan Prasarana 

Aparatur

% 90% 90% 90% 100% 100% 100% 2.1.1.1.2 penyediaan

sarana dan

prasarana

aparatur

Terwujudnya 

kelancaran 

administrasi kantor

Terwujudnya 

peningkatan 

kapasitas kinerja 

aparatur

No. Tujuan

Sasaran

Kebijakan Program

Uraian Indikator Kinerja Satuan



Instansi :

Visi :

Misi :

1 2 3 4 5 Transisi

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1.1.1.1 PersentaseOPD 

Yang Menerapkan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja (ABK)

% - - - 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 Peningkatan

koordinasi OPD

dan TAPD dalam

rangka

penyusunan

Anggaran yang

berpedoman pada

ketentuan yang

berlaku dan

peningkatan

kualitas SDM

1.1.1.2 Persentase Laporan 

Keuangan OPD 

Sesuai SAP

% - - - 100% 100% 100% 1.1.1.1.2 Peningkatan

koordinasi

dengan PD dalam

rangka

penyusunan

Laporan

keuangan yang

berpedoman pada

ketentuan yang

berlaku dan

peningkatan

kualitas SDM

1.1.1.3 Persentase 

Pencairan Dana On 

Schedule

% - - - 100% 100% 100% 1.1.1.1.3 Peningkatan

koordinasi PD

dalam rangka

penatausahaan

keuangan daerah

yang berpedoman

pada ketentuan

yang berlaku dan

peningkatan

kualitas SDM

1.1.2 1.1.1.1 Persentase Data 

Aset Yang Akurat

% - - - 100% 100% 100% 1.1.1.1.1 Peningkatan

kualitas

penatausahaan

aset daerah yang

akurat

RENCANA STRATEGIK 

Tahun 2017- 2022

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Musi Banyuasin

Menuju Muba Maju Berjaya 2022

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi Yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

No. Tujuan Program

Sasaran

1. 1.1 1.1.1 Meningkatnya 

kualitas pengelolaan 

keuangan daerah

Meningkatnya 

kualitas pengelolaan 

asset daerah yang 

akuntabel

Indikator KinerjaUraian
Kebijakan

Meningkatnya 

akuntabilitaskinerja 

keuangan daerah

1 Program 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Satuan



: Musi Banyuasin

1.1.1.1 PersentaseOPD Yang Menerapkan Anggaran 

Berbasis Kinerja (ABK)

1.1.2.1 Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP

1.1.3.1 Persentase Pencairan Dana On Scehedule

1.1.2 1.1.1.1 Persentase Data Aset Yang AkuratMeningkatnya kualitas pengelolaan aset 

daerah yang akuntabel

Lampiran RKT

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

%

(3)

Target

Meningkatnya kualitas pengelolaan 

keuangan daerah

%

%

1.1.1

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

%

(1) (2)

Kabupaten

Nama SKPD



: Musi Banyuasin

: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Target Realisasi %

(3) (4) (5)

1.1.1.1
PersentaseOPD Yang Menerapkan 

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
% 100% 100% 100%

1.1.1.2
Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai

SAP
% 100% 100% 100%

1.1.1.3 Persentase Pencairan Dana On Scehedule % 100% 100% 100%

1.1.2 1.1.1.1 Persentase Data Aset Yang Akurat % 100% 100% 100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : 9.995.032.556,00Rp                            

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : 9.426.531.297,00Rp                            

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan 

daerah

1.1.1

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset 

daerah yang akuntabel

Lampiran PK

 PENGUKURAN KINERJA 

TAHUN 2020

Indikator Kinerja

(2)

Kabupaten

Nama SKPD

Sasaran Strategis

(1)


